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This study intends to examine what prioritizes legal certainty for the guarantor of
the debtor in the event of bankruptcy. This study will also discuss the practice of the
methods used by personal guarantees to escape the snares of bankruptcy proposed
by creditors as regqulated in Article 24 paragraph (2) of the UUKPKPU, due to the
lack of regulation in the UUKPKPU regarding guarantors. The method used in this
research is the juridical-normative method. The results of this study indicate the
following conclusions. First, the fact of the bankruptcy of the guarantor in various
cases illustrates the incompatibility of the practice (das sein) of personal guarantees
and the theory of underwriting. If the guarantor goes bankrupt, then the guarantor
is no longer the party assisting the debtor; but it takes too much responsibility. Sup-
ported by the contents of the borghtoct agreement which does not contain provisions
regarding the position of the guarantor in the event of debtor bankruptcy. If suddenly
the guarantor goes bankrupt, then the theory of the purpose of bankruptcy which is
to divide the principal debtor’s assets will certainly not be achieved (especially when
it is only the guarantor’s property) is not achieved and finally legal certainty does
not materialize. Second, the effort to realize legal certainty for creditors and guar-
antors in bankruptcy is the regulation of legal rules that requlate bankruptcy in a
more detailed and rigid manner, in which the bankruptcy law consists of elements of
general civil law (KUHPerdata), the Law on Bankruptcy, jurisprudence and other
requlations. related requlations

Penelitian ini bermaksud mengkaji yang mengedepankan kepastian hukum bagi
para penanggung dari debitor dalam hal terjadi kepailitan. Penelitian ini juga akan
membahas praktek cara-cara yang diperqunakan oleh personal guarantee untuk
dapat lepas dari jerat pailit yang diajukan oleh kreditor sebagaimana diatur dalam
Pasal 24 ayat (2) UUKPKPU, karena minimnya pengaturan dalam UUKPKPU
terkait penanggung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan sebagai berikut.
Pertama, Fakta kepailitan penanggung dalam berbagai kasus menggambarkan tidak
sejalannya praktik (das sein) personal guarantee dan teori penanggungan. Jika
penanggung pailit, maka diri penanggung bukan lagi sebagai pihak yang membantu
debitor; tetapi justru bertanggungjawab terlalu jauh. Didukung dengan isi
perjanjian borghtoct yang tidak memuat ketentuan mengenai bagaimana kedudukan
penanggung jika terjadi kepailitan debitor. Jika tiba-tiba penanggung pailit, maka
teori tujuan kepailitan yang mana untuk membagi harta debitor prinsipal tentu tidak
tercapai (terlebih ketika yang dibagi adalah harta penanggung saja) tidak tercapai
dan akhirnya kepastian hukum pun tidak terwujud. Kedua, Upaya mewujudkan
kepastian hukum bagi kreditor dan penangqung dalam kepailitan adalah pengaturan
aturan hukum yang mengatur kepailitan secara lebih rinci dan rigid, yang mana
perangkat hukum kepailitan terdiri dari unsur hukum perdata umum (KUHPerdata),
UUKPKPU, yurisprudensi dan peraturan-peraturan yang terkait.

©2020 NK. All rights reserved.
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PENDAHULUAN

Praktik alih daya (outsourcing) di Indonesia dimu-
lai secara formal tahun 1989. Hal itu ditandai den-
gan keluarnya Keputusan Menteri Perdagangan
RI No. 264/KP/1989 tentang Pekerjaan Sub-kontrak
Perusahaan Pengelola di Kawasan Berikat. Terbitn-
ya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun
2003) telah melahirkan babak baru dalam pengatur-
an alihdaya, karena alihdaya memperoleh legitimasi
pada level undang-undang. Namun dari sisi peker-
ja, alih daya dinilai dapat menimbulkan dilema. Hal
ini dikarenakan, selain memberikan manfaat seperti
tersedianya lapangan pekerjaan, juga menimbulkan
berbagai permasalahan.

Secara filosofis, alih daya dianggap telah mengor-
bankan rasa keadilan dan tingkat kesejahteraan so-
sial pekerja. Keadilan merupakan tujuan akhir hu-
kum, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan
hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan
sistem hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan.
Hukum merupakan undang-undang yang adil. Apa-
bila suatu hukum positif, yakni perundang-undan-
gan, bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan,
maka hukun tidak berssifat normatif dan tidak bisa
dikategorikan sebagai hukum lagi. Perundang-un-
dangan hanya menjadi hukum apabila memenuhi
prinsip-prinsip keadilan (Juni, 2012).

Hal itu bermula dari status pekerja alih daya yang ber-
dasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),
yang menyebabkan hak-hak normatif pekerja akan
sulit terpenuhi. Dalam PKWT, jaminan pekerja dapat
bekerja secara terus menerus itu tidak ada, mengingat
terdapat batasan waktu karena dalam PKWT dimun-
gkinkan perjanjian dibuat dengan perjanjian kerja
waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 66
ayat (2a) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagak-
erjaan.

Secara teoritis permasalahan alih daya ini merupa-
kan struktur yang sangat komplek yang meliputi
sejumlah aktivitas dan fungsi yang dapat memuncul-
kan serangkaian dilema administratif dan manajeri-
al. Kompleksitas masalah alihdaya ini tampak dari
begitu banyak versi teori yang sekurang-kurangnya
terdapat 10 (sepuluh) teori alih daya. Kesepuluh te-
ori alih daya tersebut adalah teori transaction cost
economic” (TCE) sebagaimana digunakan dalam
penelitian Lacity dan Willcocks (1995), Aubert et al.
(1996, 2004), Ulset (1996), dan Brandes et al. (1997).,
(ii) teori core competence (Prahalad & Hamel, 1990;
Pinnington & Woolcock, 1995), (iii) teori relational
(Melvor, 2005; Yahnhong, 2011; Sakas et al., 2014);
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(iv) teori resource-based (Barney & Hesterly, 1996;
Roy & Aubert, 2001). Kemudian (v) teori evolution-
ary economics (Nelson & Winter, 1982; Andersen,
1994; Mahnake, 2001), (vi) teori konwledge-based
view (Nasiopoulos et al.,, 2014), (vii) teori agency
(Jansen & Meekling, 1976); (viii) teori ekonomi klasik
(Hodgson, 1994; Whitten & Wakefield, 2006); (ix) te-
ori pertukaran sosial (social exchange) (Gottschalk
dan Sather, 2005); dan (x) teori information (Stigler,
1961; Spence, 1973). Kesepuluh teori ini membedah
masalah alih daya dari berbagai perspektif, sehingga
dapat memperkaya pemahaman teoritis mengenai
alih daya, meskipun umumnya teori tersebut lebih
memandang masalah alih daya dari perspektif or-
ganisasi, dan bukan dari perspektif pekerja.

Secara strukturil permasalahan alih daya tidak ses-
uai dengan UUD 1945, terutama Pembukaan alinea
4, yang mengatur mengenai nilai-nilai bangsa dalam
mengatur perekonomian, yakni perekonomian dike-
lola dengan mekanisme kekeluargaan dan kemak-
muran bersama segenap rakyat Indonesia, yang be-
rarti bukan diserahkan pada ekonomi pasar.

Secara yuridis terbitnya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Nomor 19 Tahun 2003) telah melahirkan ba-
bak baru dalam pengaturan alihdaya, karena alih
daya memperoleh legitimasi pada level undang-un-
dang. UU Ketenagakerjaan sebelumnya belum men-
gatur alih daya. Dengan terbitnya UU No 13/2003
tersebut, makaperjanjian kerja yang lama sebagaima-
na diatur dalam Bab 7 A Buku III B.W., dan Peratur-
an Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-02/MEN/1993
tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu, tidak
berlaku lagi. Pengaturan alih daya dalam UU No-
mor 13 Tahun 2003 diatur dalam Pasal 64, 65, dan 66.
Persoalannya, ketiga pasal dalam UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan itu meredusir hak-hak
pekerja yang sudah diatur dalam UU lainnya. Ketiga
pasal tersebut tidak sinkron dengan peraturan-pera-
turan perundang-undangan yang lebih tinggi (secara
vertikal) ataupun sederajat (secara horizontal).

Secara sosiologis, melalui alih daya pekerja cend-
erung dirugikan, baik saat pekerja sebelum bekerja,
saat bekerja, maupun saat akhir bekerja. Secara sosi-
ologis, masalah alih daya ini menimbulkan berbagai
kasus hukum. Kasus hukum yang terjadi cukup ber-
variasi, mulai dari kasus kelembagaan perusahaan
pengerah tenaga alihdaya yang tidak berbentuk
perusahaan terbatas (PT); penggelapan uang Jam-
sostek; kasus kesusilaan pekerja alihdaya yang tidak
diberikan perlindungan hukum. Kasus hukum yang
cukup menyita perhatian adalah peninjauan kembali
(PK) ketiga pasal alihdaya dalam UU No 13 Tahun
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2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Mahkamah
Agung. Para Gelombang protes terhadap alih daya ti-
dak pernah berhenti dari tahun ke tahun yang datang
dari berbagai elemen asosiasi pekerja.

TeEnAGA KERJA

Ketenagakerjaan didefinisikan Pasal 1(butir 1) UU
No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:
“Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubun-
gan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, sela-
ma, dan sesudah masa kerja.” Secara yuridis, tenaga
kerja didefinsikan dalam Pasal 1 butir (2) Undang
Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek
adalah sebagai bertikut: “Tenaga kerja adalah tiap
orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di da-
lam maupun di luar hubungan kerja, menghasilkan
jasa atau barang tertentu untuk memenuhi kebutu-
han masyarakat.” Pasal 1 butir (2) Undang-Undang
Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan mendefi-
nisikan tenaga kerja sebagai berikut: “Tenaga kerja
adalah setiap orang yang mampu melakukan peker-
jaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik
untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun un-
tuk masyarakat.” Pekerja/buruh didefinisikan Pasal
1(butir 3) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakeraan
sebagai berikut: “Pekerja/buruh adalah setiap orang
yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan
dalam bentuk lain.”

Berdasarkan definisi di atas, berarti definsi pekerja/
buruh mengandung elemen-elemen sebagai berikut:
(i) orang, (ii) bekerja, (iii) memiliki kemampuan ter-
tentu; (iv) pemberi kerja, dan (iii) upah. Berarti peker-
ja/butuh adalah orang yang bekerja kepada orang/
pihak lain dengan menggunakan pengetahuan/
keterampilan tertentu dan memperoleh upah atas
pekerjaannya tersebut.

HusuncaN KERrja

Hubungan kerja secara hukum yang merupakan
hubungan kontraktual antara perusahaan dan peker-
ja, telah diatur sejak lahirnya Burgelijk Wetrboek
(BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUH Perdata) berdasarkan Staatsblaad nomor 23
tahun 1847 tentang burgerlijk. Berdasarkan azas ke-
bebasan melakukan kontrak (berkontrak) dalam hu-
kum perdata/hukum privat, sesungguhnya sejauh
memenuhi persyaratan berkontrak, maka siapa pun
berhak melakukan kontrak. Pasal 1 (butir 16) mende-
finsikan hubungan industrial sebagai berikut “Suatu
sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku da-
lam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdi-
ri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemer-
intah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.”

Sebagaimana dikemukakan Yuriko (2009) pada
hubungan industrial tidak terdapat hubungan hu-
kum yang lebih lebih luas, mengingat hubungan in-
dustrial tidak hanya menyangkut hubungan antar
orang-perseorangan, namun sudah menyangkut hu-
kum publik. Hukum publik tersebut dapat menyer-
takan unsur Negara (dalam hal ini Pemerintah) da-
lam upaya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh.
Peran serta Negara (dalam hal ini Pemerintah) diatur
dalam hubungan industrial. Konsekuensi dari peran
serta negara dalam hubungan industrial, maka din-
amika hukum perburuhan di Indonesia besar keter-
gantungannya pada pemerintah, hal ini mengingat
pemerintah (bersama legislatif) adalah pembuat dan
pelaksana hukum.

Bahwa hubungan kerja merupakan hubungan hu-
kum keperdaataan, mengingat hubungan kerja sen-
antiasa didasarkan pada suatu perjanjian kerja atau
kontrak kerja (labor contract). Hal ini senada dengan
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ten-
tang Ketenagakerjaan yang mendefinisikan hubun-
gan kerja sebagai berikut: “Hubungan kerja adalah
perjanjian antara pengusaha dengan pekerja/buruh
berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur
pekerjaan, upah, dan perintah.”

PeErjanyiaN KErja

KUH Perdata menggunakan tiga istilah dalam
hubungan kerja, yakni Perjanjian Kerja, Perjanji-
an Menunaikan Jasa, dan Perjanjian Pemborongan.
Djumaldi (2010) menjelaskan tiga perbedaan pada
ketiga istilah hubungan kerja terserbut.

1. Perbedaan mengenai kedudukan para pihak
dalam perjanjian. Pada perjanjian kerja, ter-
dapat unsur perintah dari pemberi kerja kepa-
da penerima kerja, sehingga kedudukan kedua
belah pihak tidak sama. Pada perjanjian kerja
terdapat subordinasi. Sementara itu pada Per-
janjian Menunaikan Jasa, dan pada Perjanjian
Pemborongan tidak terdapat “perintah”, karena
kedudukan di antara keduanya sama, berarti
yang ada adalah koordinasi.

Perbedaan tentang sebutan para pihak dalam
perjanjian. Pada Perjanjian Kerja, pihak yang
diperintah disebut pekerja/buruh, sedangkan
pihak yang lain, yaitu pihak yang memerintah
disebut pengusaha atau pemberi kerja. Pada
Perjanjian Menunaikan Jasa, pihak yang satu
disebut peminta jasa dan pihak lainnya dise-
but pemberi jasa. Sementara itu dalam Perjan-



Jurnal Nuansa Kenotariatan Volume 6 No.1 Juli 2020

jlan Menunaikan Jasa, pihak yang satu disebut
pemberi jasa, sedangkan pihak yang satu lagi
disebut peminta jasa. Berbeda lagi dalam Per-
janjian Pemborongan, pihak yang memberikan
kerja disebut pemberi tugas, atau prinsipal, atau
aanbesteder, atau bousheer; sedangkan pihak
yang memperoleh pekerjaan disebut pelakasa-
na, rekanan, pemborong, kontraktor, aanemer.

3. DPerbedaan tentang hasil pekerjaannya. Pada
Perjanjian Menunaikan Jasa hasilnya tidak ter-
tentu, seperti antara pasien dengan dokter,
karena dokter tidak bisa memastikan hasilnya.
Dalam perjanjian pemborongan, hasilnya ter-
tentu, seperti pemborongan mendirikan sebuah
bangunan dengan spesifikasi yang sudah diten-
tukan dan hasil pemborongan ditentukan harus
seperti spesfikasi bangunan yang telah diperjan-
jikan dalam Perjanjian Pemborongan. Adapun
perbedaan antara Perjanjian Kerja dengan Per-
janjian Pemborongan adalah bahwa dalam Per-
janjian Pemborongan, pemborong menyeleng-
ggarakan pekerjaanya, bebas tanpa pimpinan
dan perintah orang yang memborongkan, sebab
objeknya adalah hasil kerja (bukan proses kerja).

Jenis perjanjian kerja di Indonesia dibedakan an-
tara berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak ter-
tentu (PKWTT), dan perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT). PKWTT adalah perjanjian kerja antara
pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengada-
kan hubungan kerja tetap. Mengingat merupakan
kerja tetap, masa kerja PKWTT berlaku dengan ba-
tas pekerja/buruh memasuki usia pensiun, pekerja/
buruh meninggal dunia, atau pekerja/buruh diputus
hubungan kerjanya (PHK) dikarenakan sebab ter-
tentu. Sementara itu PKWT adalah perjanjian kerja
antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk men-
gadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau
untuk pekerjaan tertentu, yang berarti sifatnya terba-
tas dalam hal waktu maupun sifat pekerjaannya.

MEeTOoDOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normat-
if atau penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian
yang menititikberatkan pada penelitian terhadap
asas-asas hukum, norma hukum, prinsip-prinsip
hukum maupun doktrin hukum guna menjawab
isu hukum yang dikaitkan dengan perjanjian kerja
alih daya. Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai,
maka metode dalam penelitian ini menggunakan
empat macam pendekatan, yakni pendekatan pe-
rundang-undangan (statute approach), pendeka-
tan kasus (case approach), pendekatan konseptual
(conceptual approach), dan pendekatan sejarah

(Sungguno, 2006). dalam hal ini penelitian bersi-
fat deskriptif-analisis. Penelitian deskriptif-analisis
berupaya meringkaskan secara kualitatif berbagai
situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang
berkembang di masyarakat (Bungin, 2012), dalam
hal ini yang berhubungan dengan hukum positif
pada level perundang-undangan, yakni mengenai
pekerja alihdaya (PKWT) yang diatur dalam Pasal
59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU No. 13/2003
tentang Ketenagakerjaan. Hasil kajian tersebut
kemudian dinalisis, dan menghasilkan rekomen-
dasi. Analisis data dilakukan dalam bentuk analisis
kualitatif sehingga dapat ditemukan konstruk hu-
kum yang tepat bagi outsourcing yang berkeadilan.
Selain itu, analisis hasil penelitian ini dilakukan
dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis,
dan perbandingan.

HAsiL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Konser HukuMm DAN REVISI YANG DITAWARKAN

Konsep hukum dan revisi yang ditawarkan men-
genai: (i) Format rekonstruski, yang meliputi
karakteristik PKWT, norma hukum PKWT, pers-
yaratan revisi PKWT, sumber hukum PKWT, asas
hukum PKWT, daya laki hukum PKWT, golongan
dan horarki PKWT dalam perundang-undangan.
(ii) Rangkuman objek PKWT yang perlu direvisi,
meliputi analisis konten PKWT, analisis berdasar-
kan grand-theory (teori kesejahteraan, teori negara
hukum); analisis berdasarkan middle-range theo-
ry (teori penegakan hukum)’ analisis berdasarkan
applied-theory (teori keadilan). Dengan demikian
dapat dirumuskan butir-butir pesan revisi hukum
mengenai PKWT secara lebih komprehensif, yang
dapat dirangkumkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Butir-butir Pesan Beradasarkan Format Re-
visi dan Kajian Teoritis

No Kriteria Pesan Revisi
A. Format Revisi
1. Karakteristik Hasil atau output penelitian revisi PKWT ini
PKWT terbatas pada memberikan rekomendasi atas hasil
revisi terhadap PKWT existing.
2. Norma hukum | (i) PKWT (berada dalam UU No 13/2003 tentang
PKWT Ketenagakerjaan) dilihat dari sistem norma

termasuk norma dinamik (nomodynamics),
yang berarti berjenjang. Oleh karena itu PKWT
masih harus tunduk pada hierarki perundang-
undangan di atasnya, yakni TAP MPR, dan di
atasnya lagi UUD 1945, sesuai deganPasal 7 UU
No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. (ii) Sebagai konten dari
UU No 13/2003, maka dapat ditinjau kesesuaian
normanya dengan norma perundang-undangan
secara berjenjang. (iii) Norma PKWT dalam UU
No 13/2003 bertentangan dengan norma hiearaki
peraturan perundang-undangan tertinggi, yakni
konstitusi atau Undang-Dasar 1945.
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Kriteria

Pesan Revisi

Kriteria

Pesan Revisi

Dalam hubungan kerja berdasarkan Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana
diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 dan penyerahan
sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain
(outsourcing) sebagaimana juga diatur dalam
Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003, buruh/pekerja dilihat semata-mata sebagai
komoditas atau barang dagangan, di sebuah
pasar tenaga kerja. Bercirikan perbudakan,
sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2)
UUD 1945, “Setiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”. Dan Pasal 28D ayat (2) “Setiap
orang berhak untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja.” PKWT bertentangan
dengan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1)
UUD 1945 yang menyatakan “Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan

a

=

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu jelas tidak
menjamin adanya job security, tidak adanya
kelangsungan pekerjaan karena seorang pekerja
dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pasti
tahu bahwa suatu saat hubungan kerja akan
putus dan tidak akan bekerja lagi di situ.
Akibatnya pekerja akan mencari pekerjaan lain
lagi. Sehingga kontinuitas pekerjaan menjadi
persoalan bagi pekerja yang di outsourcing
dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Kalau
job security tidak terjamin, jelas bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, iatu hak
untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Hilangkan peran perusahaan (agen pekerja)
dalam perusahaan (penerima kerja). dalam
Pasal 64 menunjukkan adanya dua macam
outsourcing, yaitu outsourcing mengenai
pekerjaannya yang dilakukan oleh pemborong
dan outsourcing mengenai pekerjanya yang
dilakukan oleh perusahaan jasa pekerja

memaksakan adanya hubungan kerja

antara perusahaan penyedia jasa pekerja
dengan pekerjanya, yang sebenarnya tidak
memenuhi unsur-unsur hubungan kerja yaitu
adanya perintah, pekerjaan dan upah, maka
menunjukkan bahwa pekerja hanya dianggap
barang saja bukan sebagai subjek hukum

Norma di dalam Pasal 66 ayat (2a) UU No 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jangan
diserahkan pada mekanisme pasar, namun harus
sesuai alinea 4 pada Pembukaan UUD 1945, yang
mengatur mengenai nilai-nilai bangsa dalam
mengatur perekonomian, yakni perekonomian
dikelola dengan mekanisme kekeluargaan dan
kemakmuran bersama segenap rakyat Indonesia,
yang berarti bukan diserahkan pada ekonomi
pasar

Peraturan mengenai PKWT membatasi pekerja
alih daya untuk berserikat dan menyatakan
pendapat, mendapatkan pekerjaan, imbalan,
dan layak dalam hubungan kerja, dan jaminan
sosial. Sementara konstitusi, khsuusnya Pasal 27
(ayat2), Pasal 28, dan Pasaal 28E (ayat 3) UUD
1945 memberikan ruang kepada seluruh warga,
di dalamnya pekerja alihdaya, untuk berserikat
dan menyatakan pendapat, dan mendapatkan
pekerjaan

Bahwa karena Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ada kaitannya dengan Pasal 64
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, maka dengan sendirinya

Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D
ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945

. Norma PKWT mengenai imbalan, kelayakan

dalam hubungan kerja, dan jaminan sosial;
dipersoalkan, karena persoalan imbalan yang
kurang layak, hubungan kerja yang tidak
seimbang (imparsial), serta minimalnya jaminan
sosial. Hal ini tidak sejalan dengan norma dalam
konstitusi, khususnya Pasal 28H (1), 28H (ayat 3),
dan Pasal 34 (ayat 2) UUD 1945

Bahwa Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D
ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, karena
manusia yang harus dilindungi adalah manusia
yang seutuhnya. Bekerja seharusnya adalah untuk
memberikan kehidupan yang selayaknya, tetapi
ketika itu pekerja hanya sebagai bagian produksi
dan terutama kontrak-kontrak yang dibuat, maka
hanya sebagai salah satu bagian dari produksi,
sehingga perlindungan sebagai manusia menjadi
lemah

h.

Norma PKWT bertentangan dengan Pasal 8,
Pasal 11, Pasal 38 No. 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (HAM);

Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi
Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya

UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek

. Norma dalam Pasal 64, 65, dan 66 dalam UU No.

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut
tidak menjelakan apa yang dimaksud dengan
penyerahan sebagian pekerjaan, perjanjian
pemborongan, dan penyediaan jasa pekerja
serta perusahaan lain. Ketiga istilah tersebut
juga tidak dijelaskan lagi dalam ketentuan
penjelasan, karena isinya hanya berbunyi
“cukup jelas”. Disebabkan ketidakjelsan pada
ketiga istilah tersebut, berarti bertentangan
dengan norma UU No. 28/1999 tentang Azas-
Azas Umum Pemerintahan yang Baik

Persyaratan
revisi PKWT

. Hasil revisi PKWT mengarah pada sasaran dan

tujuan yang tepat, yakni untuk memberikan rasa
keadilan bagi buruh/pekerja PKWT

Hasil revisi PKWT secara materill harus tepat
isinya dan dituangkan dalam bentuk yang
semestinya, sistematis, singkat, sederhana tetapi
cermat dan tidak menunjukkan kekurangan-
kekurangan atau “leemten”, tidak memuat
istilah-istilah yang bisa memberiikan interpretasi
yang kembar atau lebih dari itu (dubblelzinning).
Misalnya, mengenai persyaratan perjanjian kerja
harus berbahasa Indonesia, selama ini menjadi
masalah bagi tenaga kerja asing (TKA), yang
berarti hasil rerkonstruksi PKWT harus mampu
memecahkan persoalan ini misalnya perjanjian
kerja TKA menggunakan bahasa Indonesia yang
diterjemahkan dalam bahasa Inggris

c. Hasil revisi PKWT harus cukup memberikan

kepastian atau ketegasan, tetapi sebaliknya
yang cukup luwes dan elastis, sehingga dapat
mengikuti perkembangan keadaan

d. Hasil revisi PKWT harus memperhatikan

kekekalan hukum (rechtsbestendigheid). Hasil
revisi PKWT harus dipersiapkan untuk tidak
hanya waktu sekarang (jangka pendek), namun
juga untuk masa yang akan datang (jangka
panjang). Hasil revisi PKWT harus berlaku
selama mungkin. Dengan demikian diperoleh
suatu kekekalan hukum (rechtsbestendigheid).

Sumber hukum
PKWT

Berdasarkan sejarah kelahirannya, PKWT
menjadi insentif bagi tumbuh dan
berkembangnya investasi, juga terjadi ketika
PKWT masuk ke dalam batang tubuh UU No.
13/Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
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. Keputusan MA (¥):

(*) Frasa “...perjanjian kerja waktu tertentu”
dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “... perjanjian
kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat
(2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja
tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan
perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang
objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi
pergantian perusahaan yang melaksanakan
sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan
lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
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No

Kriteria

Pesan Revisi

Keputusan MA (**):

(**) Frasa “ ... perjanjian kerja waktu tertentu” dalam
Pasal 65 ayat (7) dan frasa “... perjanjian kerja untuk
waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak
disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-
hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap
ada, walaupun terjadi penggantian perusahaan
yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan
dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh.

Sumber hukum berdasarkan filsafat keadilan

(i) Hilangkan sifat outsourcing yang secara
kesejahteraan dan karier membatasi hak-hak
pekerja

(ii) Ubah status buruh alihdaya yang tidak
menghilangkan hak-hak pekerja (tunjngan kerja
dan sosial, kesempatan karier, berserikat dan
berkumpul)

Sumber hukum PKWT dari sudut pandang
sosiologi. Sumber hukum untuk revisi PKWT secara
sosiologis adalah fakta-fakta pada masyarakat
pekerja PKWT yang terus menggelorakan protes
yang tidak berkesudahan.

Asas hukum
PKWT

a) Azas tujuan yang jelas

b) Azas organ/lembaga yang tepat.

c) Asas perlunya pengaturan

d) Asas dapat dilaksanakan

e) Asas konsensus

f) asas terminologi dan sistematika yang benar
g) Asas dapat dikenali

h) Asas perlakuan yang sama dalam hukum

i)  Asas kepastian hukum

Daya laku
hukum PKWT

Dalam konteks ini norma hukum keempat pasal
(Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66) UU No, 3/
Tahun 2003 termasuk norma hukum yang berlaku
terus-menerus (dauerhaftig), karena norma hukum
ini bukan dimaksudkan sebagai pengaturan secara
temporer

Golongan
dan hirarki
PKWT dalam
perundang-
undangan

Analisis
Teoritis

Analisis teori
kesejahteraan

Sejauh mana tingkat kesejahteraan yang wajar
pada PKWT, karena pemerintah dianggap
mendeskriminasikan tingkat kesejhateraan pekerja/
buruh PKWT dibandingkan dengan buruh PKWTT.

Analisis teori
negara hukum

Apabila keempat aspek cita-cita manusia menurut
Aristoteles tertsebut, yang terkait dengan PKWT,
maka cita-cita keeempat, yakni mengejar keadilan,
merupakan cita-cita manusia paling dipertanyakan
oleh kalangan buruh/pekerja PKWT.

Analisis
penegakan
hukum

Tidak sedikit kasus pelanggaran hukum terkait
PKWT, yang ujung putusan hakim tetap tidak
mencerminkan penegakan hukum sebagai rangkaian
penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,
memelihara dan mempertahankan kedamaian
pergaulan hidup. Penegakan hukum dalam konteks
pelanggaran PKWT masih merupakan harapan
yang sulit terwujud secara sempurna.

Analisis teori
keadilan

Berdasarkan kerangka teoritis dari Plato, Aristotles,
dan Rawels, dalam implementasinya, alih daya
belum mencerminkan keadilan yang hakiki
terutama apabila dilihat dari perspektif pekerja. Alih
daya lebih banyak memberikan benefit terhadap
pengusaha, namun kurang memberikan rasa
keadilan bagi pekerja.

Berdasarkan uraian
adalah konsep hukum dan revisi yang ditawarkan,

sebelumnya, berikut

ini

menyangkut empat pasal PKWT, sebagaimana
disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.
Direkomendasikan Pasal

Konsep Hukum dan Revisi yang

59 Undang-Undang

Nomon 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal | Bunyi Pasal Saat | Konsep Hukum Bunyi Pasal yang
Ini dan Revisi yang Ditawarkan/
Ditawarkan Direkomendasikan
59 | (8) Hal-hal lain [Ayat (8) (8) Tingkat remunerasi
yang belum dijadikan ayat pekerja/buruh waktu
diatur dalam (10); karena tertentu, meskipun dengan
Pasal ini akan disipkan ayat elemen remunerasi yang
diatur lebih (7) dan (8) yang relatif berbeda, secara total
lanjut dengan baru; sehingga nominal remunerasi pekerja
Keputusan susunan ayat waktu tertentu disetarakan
Menteri. bunyinya dengan remunerasi pekerja
menjadi sebagai | tetap pada pekerjaan dan/
berikut) atau jabatan yang selevel

dengan asumsi sebagai
pekerja tetap pada awal
tahun pertama pengangkatan
pada perusahaan pemberi
pekerjaan

(9) Periode kerja pekerja/
buruh waktu tertentu
diperhitungkan sebagai masa
kerja, yang dimulai dengan
perhitungan masa percobaan
maksimal 6 (enam) bulan,
dan masa kerja selanjutnya
diperhitungkan sebagai
masa kerja pekerja tetap
secara  berkesinambungan
pada perusahaan pemberi
pekerjaan

(10) Hal-hal lain yang belum
diatur dalam Pasal ini akan
diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri

Tabel 3.
Direkomendasikan Pasal

Konsep Hukum dan Revisi yang

64 Undang-Undang

Nomon 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal | Bunyi Pasal Saat Konsep Hukum Bunyi Pasal yang
Ini dan Revisi yang Ditawarkan/
Ditawarkan Direkomendasikan
64 | Perusahaan Pasal 64 ini diganti (8) Tingkat remunerasi
dapat kontennya, dijadikan | pekerja/buruh waktu
menyerahkan dua pasal karena tertentu, meskipun
sebagian di dalamnya dengan elemen
pelaksanaan seharusnya terdapat remunerasi yang relatif
pekerjaan kepada | dua perjanjian berbeda, secara total
perusahaan yang berbeda; nominal remunerasi
lainnya melalui meliputi Pasal 64 pekerja waktu tertentu
perjanjian mengenai penyerahan | disetarakan dengan
pemborongan pemborongan suatu remunerasi pekerja tetap

pekerjaan atau
penyediaan jasa
pekerja/buruh
yang dibuat
secara tertulis.

perusahaan kepada
perusahaan lain secara
kelembagaan; dan
pasa 64a mengenai

pada pekerjaan dan/
atau jabatan yang selevel
dengan asumsi sebagai
pekerja tetap pada

dimungkinkannya awal tahun pertama
perusahaan pengangkatan pada
melalukuan perusahaan pemberi
rekrutmen pekerja pekerjaan

pada basis PKWT

secara perorangan,
sehingga kontennya
menjadi sebagai
berikut
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pekerja waktu
tertentu bagi
perusahaan lain,
namun sebatas
pada peran/fungsi
sebagai agen
ketenagakerjaan.
(d) Ketika tenaga kerja/
buruh yang diageni
suatu perusahaan
pemborong/
penyedia tenaga
kerja/buruh hendak
dipekerjakan pada
perusahaan lain,
maka perjanjian
kerja yang dibuat
adalah antara
pekerja/buruh
waktu tertentu
tersebut dengan
perusahaan yang
mempekerjakannya.

Tabel

4. Konsep Hukum dan Revisi
Direkomendasikan Pasal

yang

65 Undang-Undang

Nomon 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal | Bunyi Pasal Saat | Konsep Hukum Bunyi Pasal yang
Ini dan Revisi yang Ditawarkan/
Ditawarkan Direkomendasikan
65 | (1) Penyerahan [Ayat 1 Pasal 65 (1a) Penyerahan sebagian
sebagian direvisi menjadi | pelaksanaan pekerjaan
pelaksanaan dua ayat, kepada perusahaan lain
pekerjaan kepada | menjadi ayat (1) | dilaksanakan melalui
perusahaan lain | dan ayat (2); agar | perjanjian pemborongan
dilaksanakan terdapat dua pekerjaan yang dibuat secara
melalui perjanjian kerja, tertulis
perjanjian yakni perjanjian
pemborongan pemborongan
pekerjaan yang pekerjaan antara
dibuat secara te perusahaan
rtulis pemberi
kerja dengan
perusahaan
pengerah
tenaga; dan

perjanjian kerja
antara pekerja
PKWT dengan
perusahaan
pemberi kerja]

utama; (b)
dilakukan
dengan perintah
langsung atau
tidak langsung
dari pemberi
pekerjaan; (c)
merupakan
kegiatan
penunjang
perusahaan
secara
keseluruhan,
dan (d) tidak
menghambat
proses produksi
secara langsung.

Pasal | Bunyi Pasal Saat Konsep Hukum Bunyi Pasal yang Pasal | BunyiPasal Saat | Konsep Hukum Bunyi Pasal yang
Ini dan Revisi yang Ditawarkan/ Ini dan Revisi yang Ditawarkan/
Ditawarkan Direkomendasikan Ditawarkan Direkomendasikan
Pasal 64 (1b) Dalam hal pemborongan
(1) (a) Perusahaan sebagian pelaksanaan
dapat menyerahkan pekerjaan kepada perusahaan
sebagian lain dilaksanakan melalui
pelaksanaan dua perjanjian tertulis, yakni
pekerjaan kepada perjanjian pemborongan
perusahaan lainnya pekerjaan antara perusahaan
melalui perjanjian pemberi pekerjaan dengan
pemborongan perusahaan pemborong/
pekerjaan yang penyedia  tenaga  kerja/
dibuat secara buruh; dan perjanjian
tertulis. kerja antara pekerja/buruh
) (b) Perusahaan denga.n perusahaan pemberi
pekerjaan.
pemborong/
penyedia jasa (2) Pekerjaan
pekerja/buruh dapat yang dapat
merekrut pekerja diserahkan
dengan basis pekerja kepada
waktu tertentu perusahaan lain
dengan status sebagaimana
sebagai pegawainya dimaksud dalam
sendiri ayat (1) harus
(c) Perusahaan memenuhi
pemborong/ syarat-syarat
penyedia tenaga sebagai berikut:
kerja/buruh dapat (a) dilakukan
menyediakan secara terpisah
pekerja/buruh dari kegiatan

(3)Perusahaan
lain sebagaimana
dimaksudkan
ayat (1) harus
berbentuk badan
hukum

(4)Perusahaan lain
sebagaimana dimaksudkan
ayat (1) harus berbentuk
badan hukum

(4) Perlindungan
kerja dan syarat-
syarat kerja bagi
pekerja/buruh
pada perusahaan
lain sebagaimana
dimaksud

dalam ayat

(2) sekurang-
kurangnya

sama dengan
perlindungan
kerja dan syarat-
syarat kerja pada
perusahaan
pemberi
pekerjaan atau
sesuai dengan
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku.

(5) Perlindungan kerja

dan syarat-syarat kerja

bagi pekerja/buruh pada
perusahaan lain sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2)
sekurang-kurangnya sama
dengan perlindungan kerja
dan syarat-syarat kerja

pada perusahaan pemberi
pekerjaan atau sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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(5) Perubahan
dan/atau
penambahan
syarat-syarat
sebagaimana
dimaksud
dalam ayat (2)
diatur lebih
lanjut dengan
Keputusan
Menteri

(5) Perubahan dan/atau
penambahan syarat-syarat
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Keputusan
Menteri
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dalam perjanjian
kerja tersebut
tidak disyaratkan
adanya
pengalihan
perlindungan
hak-hak bagi
pekerja/buruh
yang objek
kerjanya tetap
ada, walaupun
terjadi pergantian
perusahaan yang
melaksanakan
sebagian
pekerjaan
borongan dari
perusahaan lain
atau perusahaan
penyedia jasa
pekerja/buruh].
Mengingat

MA sudah
menyatakan
bahwa Pasal

65 ayat (7)
bertentangan
dengan UUD
1945, maka

Pasa 65 ayat (7)
tersebut diuabh
kontennya
dengan
mengakui
hak-hak pekerja
PKWT.
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Pasal | Bunyi Pasal Saat | Konsep Hukum Bunyi Pasal yang Pasal | Bunyi Pasal Saat | Konsep Hukum Bunyi Pasal yang
Ini dan Revisi yang Ditawarkan/ Ini dan Revisi yang Ditawarkan/
Ditawarkan Direkomendasikan Ditawarkan Direkomendasikan
(6) Hubungan (6) Hubungan kerja dalam (8)Dalam hal (8)Dalam hal ketentuan
kerja dalam pelaksanaan pekerjaan ketentuan sebagaimana dimaksud
pelaksanaan sebagaimana dimaksud sebagaimana dalam ayat (2) dan ayat (3)
pekerjaan dalam ayat (1) diatur dalam dimaksud tidak terpenuhi, maka demi
sebagaimana perjanjian kerja secara dalam ayat (2) hukum status hubungan
dimaksud dalam tertulis antara perusahaan dan ayat (3) kerja/buruh dengan
ayat (1) diatur lain dan pekerja/buruh yang tidak terpenuhi, perusahaan penerima
dalam perjanjian dipekerjakannya maka demi pemborongan beralih
kerja secara hukum status menjadi hubungan kerja
tertulis antara hubungan kerja/ pekerja/buruh dengan
perusahaan lain buruh dengan perusahaan pemberi
dan pekerja/ perusahaan pekerjaan.
buruh yang penerima
dipekerjakannya pemborongan
(7) Hubungan [(*) Frasa “... (7) Hubungan kerja Ezfiﬁgr:sn] adi
kerja perjanjian kerja sebagaimana dimaksud keria pekeria/
. W rja pekerja
sebagaimana waktu tertentu dalam ayat (6) dapat buruh dengan
dimaksud dalam | dalam Pasal 65 didasarkan atas perjanjian h
: . perusahaan
ayat (6) dapat ayat (7) dan frasa | kerja waktu tidak tertentu pemberi
didasarkan “... perjanjian atau perjanjian kerja waktu Keri
A : . . pekerjaan.
atas perjanjian kerja untuk tertentu apabila memenuhi
kerja waktu waktu tertentu” | persyaratan sebagaimana (9) Dalam hal (9) Dalam hal hubungan
tidak tertentu dalam Pasal 66 dimaksud dalam Pasal 59. hubungan kerja beralih ke perusahaan
atau perjanjian ayat (2) huruf b Perjanjian antara perusahaan kerja beralih pemberi pekerjaan
kerja waktu Undang-Undang | pemberi pekerjaan dengan ke perusahaan sebagaimana dimaksud
tertentu apabila | Nomor 13 Tahun | perusahaan pemboring/ pemberi dalam ayat (8), maka
memenuhi 2003 tentang penyedia jssa pekerja/buruh pekerjaan hubungan kerja pekerja/
persyaratan Ketenagakerjaan | disertai dengan pengalihan sebagaimana buruh dengan pemberi
sebagaimana (Lembaran hak dan kewajiban pekerja/ dimaksud dalam pekerjaan sesuai dengan
dimaksud dalam | Negara Republik | buruh waktu tertentu dari ayat (8), maka hubungan kerja sebagaimana
Pasal 59. Indonesia Tahun | perusahaan penyedia jssa hubungan kerja dimaksud dalam ayat (7).
2003 Nomor pekerja/buruh kepada pekerja/buruh
39, Tambahan perusahaan pemberi dengan pemberi
Lembaran pekerjaan. pekerjaan
Negara Republik sesuai dengan
Indonesia hubungan kerja
Nomor 4279) sebagaimana
bertentangan dimaksud dalam
dengan Undang- ayat (7).
Undang Dasar
Negara Republik Tabel 5 K k d .-
Indonesia Tahun abel 5. Konsep Hukum dan Revisi yang
1945 sepanjang Direkomendasikan Pasal 66 Undang-Undang

Nomon 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

menjadi sebagai
berikut)

Pasal | Bunyi Pasal Saat | Konsep Hukum Bunyi Pasal yang
Ini dan Revisi yang Ditawarkan/
Ditawarkan Direkomendasikan
59 (8) Hal-hal lain [Ayat (8) (8) Tingkat remunerasi
yang belum dijadikan ayat pekerja/buruh waktu
diatur dalam (10); karena tertentu, meskipun dengan
Pasal ini akan disipkan ayat elemen remunerasi yang
diatur lebih (7) dan (8) yang relatif berbeda, secara total
lanjut dengan baru; sehingga nominal remunerasi pekerja
Keputusan susunan ayat waktu tertentu disetarakan
Menteri. bunyinya dengan remunerasi pekerja

tetap pada pekerjaan dan/
atau jabatan yang selevel
dengan asumsi sebagai
pekerja tetap pada awal
tahun pertama pengangkatan
pada perusahaan pemberi
pekerjaan

HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERKARA TERKAIT

Hasil konsep hukum dan revisi empat pasal
PKWT (Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66)
Undang-Undang Nomon 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan telah dissjikan pada Tabel 5.6,
Tabel 5.7, Tabel 5.8, dan Tabel 5.9 menunjukkan

konsep hukum dan revisi yang Ditawarkan/
Direkomendasikan Pasal 66. Pasal dan ayat hasil
revisi tersebut meliputi:

1. Pada Pasal 59, ayat (8), UU No. 23/2003 tentang
Ketenagakerjaan dijadikan ayat (10); karena



. Pada Pasal 64 UU No.
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disipkan ayat (8) dan (9) yang baru; sehingga
susunan ayat bunyinya menjadi sebagai berikut:

(8) Tingkat remunerasi pekerja waktu tertentu,
meskipun dengan elemen remunerasi yang
relatif berbeda, secara total remunerasi
pekerja waktu tertentu disetarakan dengan
remunerasi pekerja tetap pada pekerjaan
dan/atau jabatan yang setara dengan
asumsi sebagai pekerja tetap pada awal
tahun pertama pengangkatan

(9)  Periode kerja pekerja waktu tertentu
diperhitungkan sebagai masa kerja,
yang dimulai dengan perhitungan masa
percobaan maksimal 6 (enam) bulan, dan
masa kerja selanjutnya diperhitungkan
sebagai masa kerja pekerja tetap secara
berkesinambungan

(10) Hal-hal lain yang belum diatur dalam
Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri

23/2003 tentang
Ketenagakerjaan diganti kontennya, dijadikan
dua pasal karena di dalamnya seharusnya
terdapat dua perjanjian yang berbeda; meliputi
Pasal 64 mengenai penyerahan pemborongan
suatu perusahaan kepada perusahaan lain
secara kelembagaan; dan pasa 64a mengenai
dimungkinkannya perusahaan melalukuan
rekrutmen pekerja pada basis PKWT secara
perorangan, sehingga kontennya menjadi
sebagai berikut. Oleh karena itu susunan ayat
dan kontennya adalah sebagai berikut:

Pasal 64

(a) Perusahaan dapat menyerahkan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan
lainnya melalui perjanjian pemborongan
pekerjaan yang dibuat secara tertulis

(b) Perusahaan pemborong tenaga kerja dapat
merekrut pekerja dengan basis PKWT
dengan status sebagai pegawainya sendiri

(c) Perusahaan pemborong tenaga kerja
dapat menyediakan pekerja PKWT bagi
perusahaan lain, namun sebatas pada
peran sebagai agen ketenagakerjaan

Ketika tenaga yang diageni suatu
perusahaan pemborong tenaga kerja
hendak dipekerjakan pada perusahaan lain,
maka perjanjian kerja yang dibuat adalah
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antara pekerja PKWT tersebut dengan
perusahaan yang mempekerjakannya.

Pada Pasal 65 UU No. 23/2003 tentang
Ketenagakerjaan, Ayat 1 Pasal 65 direvisi
menjadi dua ayat, menjadi ayat (1) dan ayat
(2); agar terdapat dua perjanjian kerja, yakni
perjanjian pemborongan pekerjaan antara
perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan
pengerah tenaga; dan perjanjian kerja antara
pekerja PKWT dengan perusahaan pemberi
kerja

(la) Penyerahan  sebagian  pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lain
dilaksanakan melalui perjanjian

pemborongan pekerjaan yang dibuat
secara tertulis

(1Ib) Dalam hal pemborongan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lain dilaksanakan melalui
dua perjanjian tertulis, yakni perjanjian
pemborongan pekerjaan antara
perusahaan pemberi kerja dengan
perusahaan pengerah tenaga kerja; dan
perjanjian kerja antara pekerja PKWT

dengan perusahaan pemberi kerja.

Kemudian Keputusan MA menyangkut
Pasal 65 ayat (7) UU No. 23/2003 tentang
Ketenagakerjaan, adalah sebagai berikut:

[(*) Frasa “..perjanjian kerja waktu tertentu”
dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “... perjanjian
kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat
(2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut
tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan
hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya
tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan
yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan
dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh]. Mengingat MA sudah menyatakan
bahwa Pasal 65 ayat (7) bertentangan dengan
UUD 1945, maka Pasa 65 ayat (7) tersebut diuabh
kontennya dengan mengakui hak-hak pekerja
PKWT.

Oleh karena itu revisi yang diusulkan adalah

menambahkan kalimat pada ayat tersebut.
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(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam
ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu
tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu
apabila memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59. Perjanjian antara
perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan
pengerah tenga kerja disertai dengan pengalihan
hak dan kewajiban pekerja waktu tertentu dari
perusahaan pengerah tenaga kerja kepada
perusahaan pemberi kerja

Implikasi dari usulan/rekomendasi revisi keempat
pasal pada Undang-Undang Nomon 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut adalah
diperlukannya upaya harmonisasi dan sinkorinisasi,
khususnya dengan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan yang berada di bawah payung
UU No. 13/2003 tersebut. Peraturan perundang-
undanngan ketenagakerjaan yang berada di
bawah UU No. 13/2003 adalah: Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Nomor: PER-02/MEN/1993 Tentang
Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu; dan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER-01/MEN/1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/ME/2000
tengan Upah Minimum.

Sementara itu harmonisasi dan sinkronisasi
usulan/rekomendasi revisi keempat pasal pada
Undang-Undang Nomon 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan tersebut dengan perundangan-
undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor
3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial, antara lain:
Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 264/
KP/1989 tentang Pekerjaan Sub-Kontrak Perusahaan
Pengelola di Kawasan Berikat

SIMPULAN

1. Model alihdaya dalam Undang-Undang Nomor
13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah
model Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),
untuk membedakannya dengan Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Model PKWT
diatur dalam Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan
Pasal 66 UU No 13/ 2003 tentang Ketenagaker-
jaan. Model alih daya berupa model PKWT terse-
but melibatkan tiga pihak, yakni pekerja/buruh,
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, dan
pihak ketiga adalah perusahaan pemberi kerja.
Pihak perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
yang merekrut tenaga kerja/buruh membuat pe-
rusahaan pemberi kerja, namun tidak ada per-
janjian kerja secara langsung antara pekerja/bu-
ruh dengan perusahaan pemberi kerja.
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2. Solusi terhadap hubungan kerja alihdaya yang
selama ini tidak mencerminkan keadilan bagi
pekerja adalah dengan merevisi hubungan ker-
ja alihdaya model PKWT sebagaimana dimak-
sudkan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66
UU No 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan. Re-
visi keempat pasal tersebut dilakukan dengan
perspektif keadilan, sehingga bunyi keempat
pasal tersebut akan lebih mencerminkan rasa
keadilan bagi buruh/pekerja. Solusi model alih
daya (PKWT) yang lebih berkeadilan adalah
melalui revisi secara substansial bunyi keempat
pasal alih daya (PKWT), yakni Pasal Pasal 59,
Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU No 13/ 2003
tentang Ketenagakerjaan. Terkait konstruksi pe-
rundang-undangan ketenagakerjaan, penelitian
ini merumuskan revisi keempat pasal PKWT
yang terdapat pada UU No. 13/ 2003 tentang
Ketenagakerjan.

SARAN

1. Pihak  pemangku  kepentingan  dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan
mengenai ketenagakerjaan, hendaknya
mempertimbangan rasa keadilan bagi pekerja,
baik dilihat secara teoritis, filosofis, maupun
sosiologis.

Pihak ~ pemangku  kepentingan  dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan
mengenai ketenagakerjaan, hendaknya
mengutanmakan semangat kekeluargaan, dan
tidak mengutamakan semangat kapitalisme,
agar sesuai dengan semangat UUD 1945.

Rekomendasi mengenai hasil revisi terhadap
empat pasal (Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65,
dan Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan merupakan bagian naskah
akademis wuntuk merevisi undang-undang
tersebut. Rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti
oleh lembaga kegistaif, DPR-RI, untuk menjadi
bahan masukan bagi Program Legislasi Nasional
(Prolegnas).2020-2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27 PUU-
IX/2011 tentang pembatalan terhadap Pasal 65
ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b tentang
tidak diperbolehkan lagi pekerjaan utama untuk
dialihdayakan, hendaknyasegeraditindaklanjuti
pada level undang-undang maupun peraturan
perundang-undangan di bawahnya. Tindak
lanjut tersebut dapat melalui DPR-RI, untuk
menjadi bahan masukan bagi Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-202.
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